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ABSTRAK  Penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat 

di Kabupaten Semarang. Penyelenggaraan perhubungan merupakan bagian dari 

sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi 

dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran lalu  lintas dan angkutan guna mendorong dan mendukung 

pembangunan ekonomi dan  pengembangan wilayah Kabupaten Semarang. 

Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

perhubungan bagi pihak yang terkait di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan 

Daerah. 

 Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 

No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.38 Tahun 2004 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2007 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 

2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan PERPU No.2 Tahun 2022. 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pembinaan dan 

Penyelenggaraan Perhubungan; Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Ruang 

Lalu Lintas; Perlengkapan Jalan; Terminal; Fasilitas Parkir Umum; Fasilitas 

Pendukung; Kendaraan; Lalu Lintas; Andalalin; Angkitan Orang dan/atau Barang; 

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pengujian Kendaraan Bermotor; 

Perlintasan Jalur Kereta Api Dengan Jalan; Angkutan Sungai dan Danau; Forum 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi; 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Komunikasi; Peran Serta Masyarakat; 

Penindakang Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Pemindahan 

Kendaraan; Dampak Lingkungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Ketentuan 

Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. 

CATATAN  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Februari 2023. 

 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, 



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 Penjelasan : 23 hlm. 

 Lamp. 6 hlm. 

 




